
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA (PERDA) 

NOMOR 3 TAHUN 1998 (3/1998) 

TENTANG 

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan  merupakan jenis Pajak 

Daerah Tingkat II; 

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Jayapura. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian 

Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2907) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 

tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3684 ); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun I 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3685 ); 
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6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3686); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3691); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk 

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang 

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 

1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 

1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

 Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura; 

 

Dengan Persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

JAYAPURA TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH 

DAN AIR PERMUKAAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Japapura; 

c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura; 

d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; 

e. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara 

alamiah diatas permukaan tanah; 

f. Air permukaan adalah yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut; 

g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi 

yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 

h. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku ; 

i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura: 

j. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang 

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang gunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah 
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atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang 

menentukan besarnya pajak yang terhutang; 

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus 

dibayar: 

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan; 

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 

lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan 

yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya kredit pajak atau pajak tidak 

terhutang dan tidak ada kredit pajak; 

r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

 

BAB II 

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas 

setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

(2) Objek Pajak adalah : 

 a. pengambilan air bawah tanah; 

 b. pengambilan air permukaan. 

 

 

 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


Pasal 3 

 

Dikecualikan dari objek pajak adalah : 

a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

b. Pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk 

menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan 

sumber-sumber air; 

c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian 

rakyat; 

d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga; 

e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan sarana peribadatan.  

 

Pasal 4 

 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengambil dan atau memanfaatkan 

air bawah tanah dan air permukaan. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengambil air bawah tanah dan air 

permukaan. 

 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

 

Pasal 5 

 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai 

perolehan air; 

(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung 

menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor : 

 a. Jenis sumber air; 

 b. Lokasi sumber air; 
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